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ABSTRAK

Pengelolaan  sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan
pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan pola 3R berbasis masyarakat dengan
bentuk Bank sampah. Penanganan di tempat atau penanganan sampah pada sumbernya
merupakan perlakuan terhadap sampah yang masih memiliki nilai ekonomis yang
dilakukan sebelum sampah sampai di tempat pembuangan. Pengelolaan ini akan
dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana serta belum berkembangnya
struktur, manajemen serta sumber daya manusia. Pengelolaan sampah oleh kelompok
masyarakat mulai berkembang namun belum signifikan baik cakupan dan skala layanan.
Dari beberapa kelompok masyarakat pengelola Bank sampah hanya ada beberapa
kelompok saja yang aktif dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
sekitar.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif, bertumpu
pada pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data mengacu peraturan terkait
persampahan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil analisis
menunjukkan melalui pendekatan partisipatif, masyarakat mampu mengidentifikasi,
menganalisis dan memetakan sendiri masalah, potensi, ancaman, dan hambatan masalah
Sampah, serta menemukan solusi masalah sampah. Dalam mengelola sampah,
masyarakatmampu mengorganisir diri dalam kegiatan bersama untuk memecahkan
masalah sampah, sebagai bentuk kesadaran tinggi dalam merespon masalah sampah dan
bertindak atas dasarkepentingan bersama.

Kata Kunci :implementasi, bank sampah, struktur, manajemen,sumberdaya.

ABSTRACT

Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes
waste reduction and handling. Implementation of environmentally friendly waste
management with a community-based 3R pattern in the form of a waste bank. On-site
handling or handling of waste at the source is the treatment of waste that still has
economic value, which is carried out before the waste reaches the landfill. This
management will be faced with the problem of limited facilities and infrastructure and the
undeveloped structure, management and human resources. Waste management by
community groups has begun to develop but has not been significant in terms of scope
and scale of services. From several community groups managing the Waste Bank, there
are only a few groups that are active and the surrounding community can already feel the
benefits.This research is a descriptive and qualitative research, relying on primary and
secondary data collection. Data analysis refers to regulations related to solid waste.
Conclusions are drawn in a deductive way. The results of the analysis show that through
a participatory approach, the community is able to identify, analyze and map their own
problems, potentials, threats, and obstacles to the waste problem, as well as find
solutions to the waste problem. In managing waste, the communityable to organize
themselves in joint activities to solve waste problems, as a form of high awareness in
responding to waste problems and acting on the basis ofcommon interest.

Keywords: implementation, waste bank, structure, management, resources.
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sampai dengan penelitian tesis ini. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara
online sebagai tindak lanjut aturan PPKM tersebut, merupakan salah satu jalan
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kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka langsung, baik pada saat
perkuliahan maupun dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
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itu kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi
kesempurnaan substansi tesis ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat
memberikan manfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang
bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Berbagai permasalahan serta kendala yang muncul dalam penelitian dan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada saat ini sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi
oleh masyarakat karena dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Sampah
yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi dan kegiatan lainnya oleh manusia dapat
mengandung bahan pencemar yang memiliki pengaruh terhadap kebersihan
lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut Soemirat (2004)', faktor-faktor yang
mempengaruhi sampah adalah:
1. Jumlah Penduduk
Hal tersebut dapat dipahami dengan mudah, bahwa semakin banyak penduduk
maka semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengelolaan sampah inipun
berpacu dengan laju pertambahan penduduk.
2. Keadaan Sosial Ekonomi
Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah
per kapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak
bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung
pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat
akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan
meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan,
transportasipun bertambah, produk pertanian, industri dan lain-lain akan

bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

'Soemirat. (2000). Kesehatan Lingkungan. Bandung. Universitas Gadjah Mada University Press

1



3.

Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena
pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk
manufakturpun semakin beragam pula .

Menurut Gelbert dkk dalam (Faizah, 2008)°, Dampak negatif yang

ditimbulkan sampah antara lain :

a.

Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang dapat
menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang

dikonsumsi oleh manusia.

. Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna serta

menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang,
tanah, perairan hingga lapisan ozon.

Dampak terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, pemandangan
buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata serta bencana.

Menurut Sudrajat (2006)°, sampah menjadi masalah penting untuk kota

yang padat penduduknya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai

berikut :

a. Volume sampah sangat besar, sehingga melebihi kapasitas daya tampung

tempat pembuangan sampah akhir atau TPA.

b. Lahan TPA semakin sempit karena tergeser penggunaan lain.

*Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Tesis.
Semarang:Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
SSudrajat, HR. 2006. Mengelola Sampah Kota. Jakarta: Penerbit Swadaya



c. Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, sehingga sampah lambat
membusuknya. Hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah
lebih besar dari pembusukannya. Oleh karena itu, selalu diperlukan perluasan
areal TPA baru.

d. Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak
dikeluarkan dari TPA karena berbagai pertimbangan.

e. Manajemen pengelolaan sampah tidak efektif sehingga sering kali menjadi
penyebab distorsi dengan masyarakat setempat.

f. Pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampah positif kepada
lingkungan.

g. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam
memanfaatkan produk sampingan dari sampah sehingga menyebabkan
tertumpuknya produk tersebut di TPA.

Berdasarkan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita Kota Semarang
terus mengalami peningkatan. Namun laju pertumbuhan penduduk terus
mengalami penuruan, ini karena program pemerintah untuk menekan laju
pertumbuhan cukup berhasil, namun hal tersebut tidak mengurangi produksi
sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Semarang. Sehingga
permasalahan sampah tidak bisa disepelekan begitu saja.

Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan
yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan

dan penanganan sampah.Persoalan sampah di Kota Semarang semakin



mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan penanganan secara serius. Ini
dikarenakan lahan tempat pembuangan akhir di TPA Jatibarang semakin sempit
dan sudah mulai penuh. Bahkan volume sampah yang dibuang ke tempat ini dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu naik sekitar 10
persen. Daerah tengah kota masih menjadi penyumbang sampah terbesar, terlebih
saat musim penghujan, volume sampah meningkat hingga 30 persen dibandingkan
pada saat musim kemarau.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan
pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, maka
dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah di Kota Semarang. Berdasar Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2012  tugas pengelolaan sampah Pemerintah Daerah termasuk didalamnya
Pemerintahan di Kecamatan Candisari terdiri atas:

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampabh;

b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta
penanganan sampah;

c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan dan pemanfaatan sampah;

d. Melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana

pengelolan sampabh;



. Memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari

pengelolaan sampabh;

Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan
Melakukan koordinasi antar skpd, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat
keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Untuk menyeleggarakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah termasuk

didalamnya Pemerintahan di Kecamatan Candisari diberi wewenang sesuai pasal

7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 sebagai berikut :

a.

Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan
kebijakan provinsi dan nasional;

Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain;

Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan
selama umur guna tpa dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary
landfill) dan 20 tahun setelah tpa ditutup;dan

Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Bidang Ilmu Administrasi Negara, maka peneliti ingin

mengetahui sejauh mana tugas pengelolaan sampah khususnya butir a pasal 6



Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yaitu “menumbuhkembangkan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah” itu berhasil
diimplementasikan oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari Kota
Semarang. Oleh sebab itu, sebagai upaya mengetahui dan menjelaskan lebih jauh
tentang pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah sebagai wujud
kesadaran masyarakat di wilayah Pemerintaham Kecamatan Candisari, Kota
Semarang, maka dalam tesis ini diajukan judul : “Implementasi Pengelolaan

Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang”.

B. Permasalahan

Mengacu pada Nugroho (2003)* analisis mengenai implementasi strategi
terdiri atas analisis aspek Struktur, analisis aspek sistem, analisis aspek manusia
dan analisis aspek budaya organisasi, namun karena keterbatasan waktu dan biaya
penelitian dalam penelitian ini analisis mengenai implementasi pengelolaan
sampah dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis
aspek manusia (masyarakat). Hal ini disebabkan karena analisis aspek struktuir,
manusia (masyarakat) dan sistem adalah yang paling erat hubungannya dengan
Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan analisis aspek budaya organisasi tidak
dilakukan dalam penelitian ini.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 pasal 7 butir ¢
pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain didalam

4Nugr0h0, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alexmedia
Competindo



menjalankan tugas-tugas pengelolaan sampah. Oleh sebab itu implementasi
pengelolaan sampah pada penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengelolaan
sampah yang diilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini Bank sampah yang ada
di wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka pertanyaan dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi pengelolaan sampah oleh

bank sampah di wilayah Kecamatan Candisari?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting artinya untuk menentukan kemana arah
penelitian ini akan dituju. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi
pengelolaan sampah oleh Bank Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan
Candisari.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis
seperti yang diuraikan berikut ini. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu hasil
penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang
khususnya Kecamatan Candisari dan pihak-pihak lain yang terkait dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan tujuan menciptakan Kota yang bersih,
indah dan nyaman. Selain itu juga berguna bagi masyarakat secara umum dalam
menerapkan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat yang
tergabung dalam Bank Sampah.

Kegunaan teoritis berarti manfaat hasil penelitian ini bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara. Adapun kegunaan

teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan

7



dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep mengenai pelayanan Publik,

khususnya ilmu pengetahuan tentang implementasi strategi pengelolaan sampah.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1.

Penelitian tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis
Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) yang ditulis oleh Faizah’,
menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota
yogyakarta khususnya masyarakat di Gondolayu Lor sudah berjalan
secara baik dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)dan berhasil
mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPSS hingga 70%. Model
pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3R
merupakan solusi paradigmatik. Problematika utama dalam pelaksanaan
model ini adalah bagaimana mengubah paradigma “membuang sampah”
jadi “memanfaatkan sampah”. Problematika lain yang teridentifikasi
adalah :(a) pemerintah daerah belum memberikan apresiasi terhadap
masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah; (b) tidak ada
mekanisme dan person yang memantau dan mengevaluasi kegiatan; (c)
penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan
prinsip 3R tidak diikuti penyediaan saranadan prasarana penunjang; (d)
pemilahan sampah di rumah tangga kurang tuntas;(e) tidak ada kaderisasi
untuk mencari pengurus baru yang memiliki kapabilitas dan integritas

Penelitian tentang Pengelolaan Bank sampah Untuk Pemberdayaan

Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (studi pada Bank

>Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Tesis. Semarang:Program Pasca
Sarjana Universitas Diponegoro.



sampah Kota malang) yang ditulis oleh Mochamad Mukhlis®,
menunjukkan bahwa dengan berdirinya Bank Sampah Malang (BSM)
muncul industri kreatif, kerajinan tangan yang berbahan dari daur ulang
sampah. BSM berdiri sebagai pionr kemudian membentuk unit-unit ang
tiap unit tersebut bekerjasama dengan pengepul dan bahkan dengan
pemulung. Sehingga pola pembinaan BSM ini unik, terjadi sinergi satu
dengan yang lain. BSM sebagai pembina sementara unit dan pengepul
sebagai anggota binaan. Di BSM dikembangkan model pengelolaan
sampahnya dari pengklasifikasian 70 jenis sampah menjadi 100 jenis
sampah. Program pemberdayaan yang dilakukan adalah ada 3 kategori
yaitu : program pelayanan simpanan, pembiayaan atau modal usaha tanpa
bunga, dan program pelatihan pengelolaan sampah menjadi usaha kreatif.

. Penelitian tentang Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di
Kelurahan Sekaran Kota Semarang yang ditulis oileh Oktyaan Praditya’,
menunjukkan bahwa Produksi sampah rumah tangga setiap hari semakin
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola
konsumsi masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: aspek
teknik operasional pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan,
pengangkutan, dan tempat pembuangan sementara) dapat dijelaskan
bahwa sistem pewadahan sampah yang digunakan adalah pola individual,
pola pengumpulan sampah adalah sistem pengumpulan individual,

pengangkutan sampah bersifat komunal, dan sampah hanya bermuara di

6etheses.uin-malang.ac.id/1 3363/1/15801010.pdf
7 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/3046
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tempat pembuangan sementara. Aspek kelembagaan, aspek hukum dan
peraturan, dan aspek peran serta masyarakat masih belum ada secara resmi
di Kelurahan Sekaran. Hanya aspek pembiayaan yang sudah berjalan.
Saranyang diberikan kepada pihak masyarakat adalah peran serta dalam
pengelolaan sampah ditingkatkan. Saran bagi pihak-pihak terkait agar
senantiasa berpartisipasi aktif dalam upaya menurunkan volume sampah

dan mengelola sampah di Kelurahan Sekaran Kota Semarang.

. Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Studi

pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan
Umbulharjo. Yogyakarta yang ditulis oleh Mahbuban MS®, menunjukkan
bahwa ada tiga hal dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank
Sampah Sinar lestari yaitu : tahap penyadaran berupa sosialisasi kepada
masyarakat dan penyuluhan tentang bank sampah, tahap pembekalan
ketrampilan, dengan daur ulang sampah plastik dan daur ulang botol bekas
dan tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam prosespenyadaran dan
pembekalan ketrampilan. Sedangkan dampak positif adanya bank sampah
yaitu : dampak sosial, terjalinnya silaturahmi antara warga satu dengan
warga yang lainnya, dampak ekonomi, adanya peningkatan ekonomi dari
nasabah bank sampah dan dampak lingkungan, menjadikan lingkungan

yang bersih dan nyaman.

. Penelitian tentang Hubungan Persepsi Ibu Rumah Tangga Tentang bank

Sampah Dengan partisipasi Pengelolaan Bank Sampah Gawe Rukun Kota

8http://digilib.uin-suka. ac.id/25114/
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tangerang yang ditulis oleh Eka Putri Azrai, Ernawati, Santi Rizkianig,
menunjukkan bahwa peran serta pengelola bank sampah adalah
keterlibatan fisik, mental, dan emosional seseorang untuk berpartisipasi
secara aktif, berkontribusi, dan bertanggung jawab untuk kelompok itu
Tujuannya, dalam hal ini kegiatan pengelolaan bank sampah. Salah satu
faktornya yaitu Partisipasi dalam pengelolaan Bank Sampah Gawe Rukun
berpengaruh terhadap persepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan ibu rumah tangga persepsi tentang bank sampah
dan partisipasi Bank Sampah 'Gawe Rukun' pengelolaan. Penelitian ini
dilaksanakan di RW 01 Kelurahan Kunciran Indah Tangerang Kota pada
bulan April sampai Mei 2016. Metode yang digunakan adalah metode
survei dengan korelasional belajar. Sampel penelitian 151 ibu rumah
tangga dipilih dengan menggunakan metode sederhana pengambilan
sampel acak. Uji prasyarat menunjukkan bahwa data normal dan
homogen. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier dan korelasi
sederhana. Model regresi diperoleh ¥ = 92,511 + 0,737X memiliki
hubungan yang signifikan dan linier. Koefisien Korelasi yang diperoleh
sebesar 0,7502 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara persepsi
ibu rumah tangga tentang bank sampah dan partisipasi '‘Gawe Rukun'
Pengelolaan Bank Sampah. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar

0,5628 yang manaArtinya, persepsi ibu rumah tangga tentang bank

9http://journal.unj .ac.id/unj/index.php/biosfer/article/view/5570
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sampah memberikan kontribusi sebesar 56,28% terhadap partisipasi
pengelolaan Bank Sampah 'Gawe Rukun'.

. Penelitian tentang Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok
Petir Rt: 02 Rw: 09) Bojongsari Kota Depok yang ditulis oleh Jean
Anggrainilo menunjukkan bahwa berawal atas keprihatinan masyarakat
sekitar terhadap sampah-sampah disekitar Rt: 02 ini, dimana tingginya
angka peningkatan penyakit diares, sampah-sampah sebelumnya
berserakan dimana-mana, sampahnya hanya dibakar saja pada
pembuangan akhir, dan tidak ada pengelolaan sampah di daerah
tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan
masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Cempaka II
berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Cempaka II di
Kelurahan Pondok Petir RT: 02 RW: 09 Bojongsari Kota Depok. Dampak
yang dirasakan masyarakat dari adanya pengelolaan sampah tersebut
lingkungan mereka lebih terlihat bersih dan rapih, warga lebih bersadar
diri atas sampah-sampah yang ada disekeliling mereka, dan hasil dari
penjualan sampah tersebut bisa membantu mereka dalam kebutuhan
mereka walaupun tidak seberapa dalam penghasilanya.

. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di

Kecamatan Sesayap Kabupaten tana Tidung yang ditulis oleh Paramita

10http:// repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34387/1/JEAN%20ANGGRAINI-
FDK.pdf
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Adhinul Putera'’ menunjukkan bahwa peningkatan jumlah volume
sampah di kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan
pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif,
termasuk kepada dampak yang ditimbulkan. Mengingat pentingnya
pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran Pemerintah daerah untuk
melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hasil
penelitian menunjnukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan di
realisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Pada aspek
Organisasi, Pemda kabupaten Tana Tidung harus segera menyusun dan
menetapkan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Pada
aspek Interprtasi, Dinas Pekerjaan Umum perlu mensosialisasikan
program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat.
Pada Aspek Aplikasi, Pemerintah perlu segera membangun Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai standar kriteria menurut Undang-
Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

. Penelitian tentang Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kolam yang ditulis oleh Ismail Putra Munthe'?
menunjukkan bahwa alah satu persoalan lingkungan yang sampai saat ini
belum terselesaikan yakni masalah sampah, karena yang namanya sampah
pada umunya segala sesuatu yang langsung dibuang dan dibakar. Salah
satu metode pengelolaan sampah adalah pengelolaan sampah berbasis

masyarakat dan salah satu bentuk penanganan sampah berbasis

11http://repository.ut.ac.id/761 1/
12 http://repository.uinsu.ac.id/5470/1/ISMAIL%20PUTRA%20MUNTHE.pdf
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masyarakat melalui pendirian bank sampah. Hasil penelitian sistem
pengelolaan yang dilakukan oleh bank sampah di Desa Kolam, sebagai
berikut: Pertama, pemilahan sampah, kedua, pendataan pertama dan
pengangkutan, ketiga, dikumpulkan ke bank sampah, keempat, sampah
dipilah sesuai jenis dan didata ulang, kelima, pengolahan, keenam,
penjualan dan pencairan uang nasabah. Kontribusi bank sampah terhadap
pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu: Permberdayaan
ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekologi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan terhadap penelitian
ini yaitu fokus terhadap pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan dari
penelitian terdahulu adalah lokus di wilayah Pemarintahan kecamatan Candisari
Kota Semarang. Fokus pada sistem pengelolaan bank sampah yang dilaksanakan

oleh kelompok warga masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Grindle dalam Wibawa (1994 : 10)"” menyatakan, implementasi
merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada
tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn dalam Wibawa
(1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun
secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle dalam

Wibawa (1994 : 3) menambahkan bahwa “proses implementasi baru akan

13 Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta
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dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah
tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran®.

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Wibawa
(1994 : 11) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang
memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas
instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
(policystakeholders).

Lain halnya dengan pandangan Certo dan Peter dalam Setiawan dan
Zulkieflimansyah (2007:103)" bahwa untuk melakukan implementasi strategi
yang baik, tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses

tersebut adalah seperti gambar 2 berikut :

Menganalisa Perubahan

\

\ 4 \ 4 A 4
Analisis Analisis Analisis
Struktur Budaya Kepemimpinan

Organisasi Organisasi Organisasi

v

Implementasi dan Evaluasi Strategi

Gambar 1 . Model Sederhana Proses Implementasi Strategi

(Zulkieflimansyah, 2007)

'Y Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. Manajemen Strategi (Buku Seri
Manajemen)., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
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Mengacu pada Hunger dan Wheelen (2003 :1)" implementasi strategi
dalam organisasi terdiri atas program, anggaran dan prosedur. Penjelasan dari
masing-masing implementasi disajikan di bawah ini.

a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah
yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program
melibatkan restrukturisasi organisasi, budaya internal organisasi, atau awal
dari suatu usaha penelitian baru. Menurut Bryson dalam Crown (2004:133)"°
pengembangan program dapat berjalan setelah menetapkan alternatif strategi
yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Program harus menjadi proses
yang kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan kemungkinan atau alternatif
yang ditentukan. Program yang ditentukan harus merepresentasikan
penggunaan kemungkinan sumber daya terbaik dari berbagai sumber daya
yang mungkin digunakan.

Sedangkan dalam Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwas
BPKP (2007:34)" dijelaskan bahwa “program adalah kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program tidak terlepas dari
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang

dilakukan sangat terkait dengan kebijakan instansi. Oleh karena itu, kebijakan

'> Hunger dan Wheelen, 2003. Manajemen Strategis., Yogyakarta,. Penerbit Andi
16 Crown Dirgantoro,. 2004,. Manajemen Stratejik., Jakarta., Grasindo

pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Edisi kelima Tahun 2007
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yang ditetapkan harus dikaji dahulu apakah kebijakan tersebut benar-benar

dapat dilaksanakan. Agar program dapat dilaksanakan secara realistis, maka

diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Program dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak
dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah.
Analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan (atau hubungan) antara
visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan dengan program. Pimpinan harus
mengupayakan suatu keterkaitan yang menimbulkan keseimbangan antara
programprogram yang bersangkutan.

Koordinasi atas program. Tidak perlu secara menyeluruh, akan tetapi
cukup dilakukan terhadap program kerja yang memang penting saja. Hal
ini dilakukan untuk mengurangi kondisi pengendalian yang terlalu ketat
dan mengurangi kebebasan dan motivasi pegawai.

Penyusunan program hendaknya cukup sederhana.

Setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan mengajukan
program dari masing-masing unit.

Harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja hanya
merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau, akan tetapi yang lebih
penting adalah yang berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan

datang.
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Sejalan dengan hal tersebut Grindle dalam Sistaningrum (2010 :167)18
menyatakan bahwa “suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting
tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau
proyek”, sehingga beliau memberikan pernyataan Implementation is that set
of activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut
Terry dalam Sistaningrum (2010:167) program merupakan rencana yang
bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan
digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut
menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan
anggaran®.

Selanjutnya, Grindle dalam Sistaningrum (2010:168) menjelaskan
bahwaisi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi
(interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang
diinginkan (extent ofchange envisioned), status pembuat keputusan (site of
decision making), pelaksana program (program implementers) serta
sumberdaya yang tersedia (resources commited)”. Berdasar penjelasan di
atas dapat dipahami bahwa program sesungguhnya berisi antara lain : struktur
organisasi (susunan personalia), Pelaksana Program/staf, sumber daya (sarana
prasarana).

b. Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang.

Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat

18 Sistaningrum., 2010, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Struktur
Penguasaan  tanah  dan  Dampaknya  Terhadap  Kesejahteraan Petani., Graha Ilmu,
Yogyakarta
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digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam
tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang
menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi.
Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:105)" bahwa anggaran adalah suatu
rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal
dalam ukuran kognitif dan biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan
perolehan dan penggunaan sumbersumber suatu organisasi dalam jangka
waktu tertentu (biasanya satutahun). Dalam penyusunan anggaran, program-
program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap pimpinan disetiap
lini.
Ditambahkan pula bahwa oleh Supriyono dalam Setiawan dkk

(2007:107)*° fungsi anggaran adalah :
1) Fungsi perencanaan

Perencanaan dibutuhkan dalam kegiatan organisasi atau pusat

pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Dalam rangka mencapai

tujuan harus diikuti oleh penyusunan anggaran untuk setiap pusat

pertanggungjawaban sehingga berfungsi sebagai alat perencana dalam

pengimplementasian/menjalankan kegiatan/program organisasi.

YSetiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. Manajemen Strategi (Buku Seri
Manajemen)., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
? Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. Manajemen Strategi (Buku Seri
Manajemen)., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
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2)

3)

4)

Fungsi Koordinasi

Rencana dan tindakan berbagai pusat pertanggungjawaban dalam
organisasi perlu diorganisasikan, dalam hal ini anggaran mempunyai
fungsi mengkoordinasikan berbagai pusat pertanggungjawaban agar
dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi Komunikasi

Organisasi harus menentukan saluran komunikasi melalui unit-unit dalam
organisasi jika ingin efisien. Komunikasi ini berhubungan dengan tujuan,
strategi, kebijakan, pelaksanaan bahkan penyimpangan yang timbul.
Dalam hal ini dalam penyusunan ataupun penyaluran anggran, berbagai
unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam
proses anggaran, selanjutnya bertanggungjawab terhadap anggaran
tersebut melalui laporan secara periodik.

Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi pimpinan untuk mencapai
tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Anggaran dalam
penyusunannya melibatkan peran serta para pelaksana dan dapat
digunakan sebagai memotivasi mereka dalam  melaksanakan
program/rencana kegiatan dalam mencapai tujuan dan juga dalam rangka

mengukur kinerja pelaksana/pegawai
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5) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi
Anggaran dapat dijadikan sebagai pembandingan antara rencana dengan
pelaksanaan/pengimplementasian sehingga dapat ditentukan ada tidaknya
penyimpangan yang timbul.

6) Fungsi Pendidikan
Dalam hal ini anggaran menjadi alat bagi pimpinan untuk bekerja secara
terperinci pada pusat pertanggungjawaban pada SKPD yang dipimpinnya

sekaligus dengan SKPD lainnya dalam naungan organisasi.

Simon dalam Widodo (2000:17)*' mengatakan bahwa anggaran adalah
rencana kerja atau tindakan/implementasi suatu unit organisasi yang
menghasilkan atau menggunakan sumber daya, sehingga mengacu dari hal
tersebut sasaran proses penganggaran adalah :

1) Merubah strategis organisasi menjadi tindakan untuk menciptakan nilai.

2) Mengevaluasi apakah sumber daya memadai untuk menerapkan program
yang telah disetujui sebelumnya.

3) Menciptakan sebuah pondasi untuk meningkatkan efisiensi dengan
indikator utama penerapan strategi, apakah tujuan sesuai dengan ukuran-
ukuran masukan, proses dan keluaran mendukung suksesnya penerapan

tersebut.

21Widodo, Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik, Jurnal Administrasi Negara-volume
iii\vol.iii, no.1, 2000
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c. Prosedur

Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan
prinsip-prinsip  corporate  governance. Penerapan prinsip corporate
governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan
menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus
dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah — langkah sejumlah
instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang
dikehendaki tersebut berupa penggunapengguna sistem proses kerja dalam
bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, prosedur berfungsi membentuk sistem kerja dan
aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses
pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan
dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang
ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan
menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Sehingga secara umum,
prosedur merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan
tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk

mencapai tujuan instansi pemerintah. (Tjipto Atmoko).”

22http://resources.unpad.ac.id/
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Edward III dalam Widodo (2000: 18)* menyatakan Prosedur adalah
sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan
diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus
dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Prosedur
dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan
sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam
bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Prosedur yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu
mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan
situasi atau program baru. Prosedur sangat mungkin menghalangi
implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja
baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan.
Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam caracara yang rutin
dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas prosedur menghambat
implementasi.

Menurut Waller dalam Widodo (2000 : 19), ,,tugas prosedur adalah
memastikan bahwa di seluruh organisasi semua orang mengerjakan sesuatu
dengan cara yang sama dan bekerja sebagaimana semua orang bekerja™.
Prosedur juga bukanlah uraian pekerjaan. Prosedur harus mengungkapkan :

bagaimana semua aktivitas manajemen dilaksanakan, siapa yang akan

23Widodo, Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik, Jurnal Administrasi Negara-volume
iit\vol.iii, no.1, 2000
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melaksanakan aktivitas, bagaimana aktivitas didokumentasikan dan instruksi

tempat kerja yang diperlukan untuk referensi.

Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah
sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang
dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan

sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008

menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari

proses alam yang berbentuk padat. Sampah padat berdasarkan asalnya
dibedakan menjadi yaitu :

a. Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah busuk atau sampah yang
degradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable dan berasal dari bahan
hayati yang dengan mudah dapat terurai secara alami dengan tanah. Jenis
sampah ini sebagian besar terdapat pada sampah rumah tangga pada sisa
sayur mayur, buah-buahan, makanan, lauk-pauk, dan lain sebagainya.
Selain itu sampah organik ini juga terdapat pada sampah tanaman hijau
seperti daun-daunan, rumput dan lain sebaginya. Serta pada’ organik
hewan yang dimakan seperti telur, ikan, udang dan sejenisnya.

b. Sampah An-organik, yaitu sampah pada prosuk sintetik maupun hasil
proses pengolahan bahan tambang dari bahan-bahan non-hayati. Sampah
an-organik sebagian besar terdapat pada kebutuhan manusia pada semua

produk plastik, logam, botol, kaca dan kertas. Pada sebagian besar sampah
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an-organik ini sulit terurai oleh mikroorganisme atau alam sampai puluhan
tahun bahkan ratusan tahun.

Pengelolaan sampah yang dilakukan pada suatu daerah akan
mempengaruhi  kualitas lingkungan pada daerah tersebut meskipun
dampaknya tidak kentara secara langsung. Permasalahan dalam sampah
perkotaan timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan
baik terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sistem pengumpulaan yang
tidak tuntas, kurangnya alat angkut sampah, dan terbatasnya kapasitas tempat
pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi permasalahan yang khas mencakup
aspek teknis, sosial, dan budaya.

Kota Semarang dalam mengelola sampah dilakukan secara
konvensional. yaitu sampah rumah tangga di buang ke tong sampah di depan
rumah kemudian ada mobil atau motor sampah yang mengambilnya.
Kemudian mobil sampah tersebut meletakannya di tempat pembuangan
sampah sementara (TPS). Setelah di TPS ada truk sampah yang mengambil
sampah tersebut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Menurut undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Mengacu pada
pernyataan undang-undang bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan
dan penanganan sampah maka harus segera diterapkan pengelolaan sampah

yang terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan melakukan
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reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di
lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu bisa dilakukan di
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Daerah sebagai
pemegang kekuasaan disini harus lebih meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah yang efisien itu dapat
mengurangi timbulan sampah dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari sumber
timbulan yaitu rumah tangga. Hal itu memang perlu kesadaran dari
masyarakat. Jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka
timbulan sampah bisa dikurangi.

Tugas dan wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah di
wilayah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6
Tahun 2012, Bab 1V, pasal 5 sampai dengan 7 sebagai berikut :

a. Pasal5
“Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini”.

b. Pasal 6
“Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri
atas :
1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan sampah ;

2) melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta

penanganan sampah;
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3) memfasilitasi, = mengembangkan  dan  melaksanakan  upaya
pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

4) melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan
prasarana pengelolan sampabh;

5) memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang
dihasilkan dari pengelolaan sampah;

6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
dan

7) melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar
terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; *

Pasal 7 Ayat (1)

“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan :

1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;

2) menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain;

4) menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
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5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam)
bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug
sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup;dan

6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah sesuai dengan kewenangannya”.

Dalam hal pengelolaan sampah seperti yang tecantum dalam Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2012 khususnya butir a pasal 6  yaitu
“menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah” telah berhasil diimplementasikan oleh warga
masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari Kota Semarang. Bukti
keberhasilan ini adalah dengan mulai berdirinya beberapa bank sampah yang
ada di wilayah Kecamatan Candisari.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam
sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan
ketempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan
dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi
prinsip perbankan, jadi penyetor sampah akan mendapat buku tabungan.

Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan
lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik
organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan
semakin banyak masalah. Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti

membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan
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sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam
menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu
menangani pengolahan sampah. Tujuan selanjutnya adalah untuk
menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank
Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih
berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang
memiliki nilai ekonomi.Proses berdiri dan berjalannya Bank Sampah
memang ada faktor-faktor yang mendorongnya yaitu pemerintah, masyarakat
dan pengusaha yang ada diwilayah masing-masing.

3. Partisipasi Masyarakat

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila
dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris
“participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M.
Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang
atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk
pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran,
tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan
menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi
Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa
pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan
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dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah

mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan

memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai
wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses
desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari
bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses
perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum
dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua)
berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu
menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini
terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas
pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang
lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu
mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)
membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga,
partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam

evaluasi.
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Dalam hal partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan
penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide
yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam
pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan
atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan
terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan
meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi
dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana
yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat.
Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan
yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.
Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas
dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi dalam evaluasi
ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan
sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui

ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.
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C. Kerangka Pikir Penelitian

Mengacu pada Nugroho (2003)** menggambarkan Kerangka Kerja

Analisis Organisasi Untuk Implementasi Strategi seperti berikut:

Misi dan Tujuan
Organisasi

Strategi

2

Manusia <_# Struktur
Implementasi ¢ $

Sistem |€—>»| Budaya

/ Kinerja Organisasi /

Gambar 2. Kerangka Kerja Analisis Implementasi (Nugraha, 2003)

24Nugroh0, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT.
Alexmedia Competindo
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Selanjutnya Nugraha (2003) menjelaskan Kerangka Kerja Analisis
Organisasi Untuk Implementasi Strategi terdiri atas :
a. Analisis Aspek Struktur
1) Bagaimana struktur organisasinya?
2) Bagaimana garis kekuasaan dan komunikasinya?
3) Apa peran dari satuan tugas, komite atau apa kesamaan
mekanismenya?
b. Analisis Aspek Sistem
1) Bagaimana perangkat anggarannya?
2) Bagaimana kebiasaan sistem perencanaannya?
3) Apa yang menjadi kunci pengukuran yangdigunakan untuk evaluasi
kinerja?
4) Bagaimana sistem akuntansinya?
5) Bagaimana jalannya aliran produk dan informasinya?
c. Analisis Aspek Manusia
1) Apa yang menjadi keahlian (skill), pengetahuan, dan pengalaman dari
pekerja?
2) Bagaimana kondisinya menurut departemen dan kualitas-nya?
3) Apa yang menjadi harapan pekerja?
4) Bagaimana sikap dalam menghadapi perusahaan dan pekerjaannya?
d. Analisis Aspek Budaya Organisasi
1) Apakah nilai-nilai yang ada visible dan diterima?

2) Nilai-nilai apa yang ada dan bagaimana hal itu dikomunikasikan?
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3) Apa yang menjadi norma tingkah laku?
4) Apa saja yang dijadikan simbol dan aktivitas simbolik-nya?
5) Gaya manajemen apa yang dominan?

6) Bagaimana cara penyelesaian konflik?
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam
penelitian (Moleong, 2005). Fokus Ilmu Administrasi Negara yang dianggap
penting untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi.
Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan
sampah oleh Bank Sampah yang dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis
aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat). Mengacu pada Nugraha
(2003)* analisis mengenai implementasi strategi terdiri atas Analisis aspek
Struktur, Analisis aspek Sistem, Analisis Aspek Manusia dan Analisis Aspek
Budaya organisasi. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian dalam
penelitian ini analisis mengenai implementasi pengelolaan sampah dibatasi pada
analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia
(masyarakat). Hal ini disebabkan karena analisis aspek struktur, manusia
(masyarakat) dan sistem adalah yang paling erat hubungannya dengan Ilmu
Administrasi Negara.  Sedangkan analisis aspek budaya organisasi tidak
dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah terbentuk dan berjalannya Bank Sampah selain menimbulkan

dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat

> Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT.
Alexmedia Competindo

36



mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA dan dampak negatifnya yaitu
dapat mengurangi penghasilan pasukan kuning, pemulung dan tukang rombeng.

Setelah terbentuk dan berjalannya Bank Sampah ada kendala-kendala yang
terjadi antara lain tidak semua masyarakat dapat memilah sampah dengan benar
dan tidak semua masyarakat mempunyai tempat penyimpanan atau gudang serta
terjadinya sebuah permasalahan pengambilan di waktu musim penghujan serta
terjadinya harga sampah kering yang tidak stabil.

Jadi fokus penelitian 1ni adalah pembahasan penting mengenai
implementasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah di
Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari ditinjau dari analisis aspek sistem,
analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat).

B. Jenis dan Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam bidang ilmu

Ilmu Sosial, kategori Ilmu Sosial Administrasi Negara. Tipe penelitian ini

yaitu : penelitian lapangan diskriptif kualitatif. Penelitian Diskriptif

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan dan
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007)*.  Dalam

ZeMoleong, Lexy J.. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. = Bandung, Penerbit Remaja Rosda
Karya
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Penelitian Lapangan Diskriptif, hasil pengamatan di lapangan digunakan
untuk mendiskripsikan tentang fenomena sosial yang terjadi.
2. Lokasi Penelitian

Mengacu pada Moleong (2005)”, lokus penelitian adalah tempat ilmu
yang menggambarkan dimana penelitian tersebut berada. Penelitian ini
merupakan penelitian dalam rangka meningkatkan keilmuan di bidang ilmu
Administrasi Negara. Secara umum lokus dari Ilmu Administrasi Negara
adalah kepentingan pemerintahan (goverment interest) dan urusan
pemerintahan (goverment affair). Untuk membatasi penelitian ini Lokus
Penelitian yang di pilih yaitu urusan pemerintahan (goverment affair) pada
pemerintahan di tingkat Kecamatan. Pemerintahan Kecamatan yang dipilih
yaitu Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah.

Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari dipilih sebagai lokus
penelitian disebabkan karena pada wilayah pemerintahan ini, terdapat berbagai
sumber sampah yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengelolanya
bersama-sama dengan stakeholder yang ada terutama warga masyarakat.
Berbagai sumber sampah tersebut antara lain yaitu sampah dari pasar, sampah
dari pusat keramaian (mall/pertokoan), sampah rumah tangga, sampah dari
lembaga pendidikan dan perkantoran dan sampah dari rumah sakit yang

semuanya itu ada di Kecamatan Candisari.

27Mole0ng, Lexy J.. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. =~ Bandung, Penerbit Remaja Rosda
Karya
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3. Jenis Data

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui
pengamatan. Data primer dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1) Hasil pengamatan mengenai prosedur pelaksanaan pengelolaan
sampah oleh bank Sampah di wilayah pemerintahan Kecamatan
Candisari Kota Semarang.

2) Hasil pengamatan mengenai prosedur administrasi dan pelaksanaan
pengelolaan persampahan oleh Bank sampah di Wilayah
Kecamatan Candisari.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
melalui pengamatan. Data skunder dalam penelitian ini antara lain
yaitu :

1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah.

2) Data sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di wilayah
Kecamatan Candisari.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang
berhubungan dengan judul penelitian yang didapat dari berbagai sumber
meliputi : Peraturan perundang undangan, Surat keputusan, catatan, arsip, foto
dan dolumen —dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengelolaan perasampahan oleh bank sampah yang ada di wilayah kecamatan

Candisari.
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S.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini

adalah dengan wawancara dibantu dengan kuesioner, observasi dan studi

kepustakaan. Penjelasan masing-masing metode seperti dibawah ini :

a.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
Observasi atau Pengamatan Langsung

Merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda),
atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan
individu-individu yang diteliti. Tipe observasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung
di daerah yang bersangkutan yaitu untuk melihat pengelolaan sampah oleh
Bank Sampah yang ada di Kecamatan Candisari.

Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara
melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki
oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian. Sumber
dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari: buku,
jurnal, serta laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian
ini.

Ketiga metode di atas dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data

primer dan data sklunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui
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pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Responden yang
diwawancarai dalam penelitian ini terdiri atas :
a. Aparat Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Candisari dan
Kota Semarang.

b. Beberapa Ketua RT dan RW di Wilayah Kecamatan Candisari.
c. Pengurus Bank Sampah yang bertugas dalam pengelolaan sampah.
d. Beberapa anggota masyarakat yang berkecimpung di bidang persampahan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai lembaga (Instansi) yang terkait
dengan persampahan di Kota Semarang khususnya Kecamatan Candisari,
melalui wawancara dengan petugas yang berwewenang, penelusuran
dokumen, dan studi literatur kepustakaan.
6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang
digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan
memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya
mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian
dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya
meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu.

Analisis deskriptif dapat digunakan pada penelitian kualitatif maupun
penelitian kuantitatif. Walaupun dapat digunakan pada kedua jenis penelitian
tersebut namun cara penerapannya pun tetap berbeda karena jenis datanya

sudah beda dan tidak bisa jika diperlakukan dengan cara analisis yang sama.
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Sebagai contoh, pada penelitian kuantitatif analisis data deskriptif biasanya
menggunakan statistika deskriptif sehingga dapat menampilkan nilai mean,
modus, median, maksimum, minimum, dll. Sedangkan pada penelitian
kualitatif teknik analisis data deskriptif yang diterapkan adalah menganalisis,
menggambar dan meringkas berbagai kondisi.

Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa
proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena
dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan
langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah
untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai
fenomena yang diteliti.

Teknik  analisis  deskriptif ~ kualitatif  yaitu = menganalisis,
menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data
yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai
masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan” Model analisis data dalam
penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles
dan Hubermen mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap
tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Komponen dan analisis data ini adalah :

a. Reduksi data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti
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merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya.

. Penyajian data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa
dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan
dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Verifikasi atau penyimpulan data kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti
yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pemerintahan Kecamatan Candisari

Kecamatan Candisari merupakan salah satu dari enam belas kecamatan
yang ada di wilayah Kota Semarang yang mulai berdiri sejak tahun 1992.
Sebagai dasar berdirinya Kantor Kecamatan Candisari yaitu dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89) serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Mengacu pada Monografi Kecamatan Candisari (2020)*, Kecamatan
Candisari terletak di 7 1'36.736" Lintang Selatan 110 24'32.0445" Bujur
Timur dengan luas wilayah adalah 654 Ha. Sebagian besar wilayah
Kecamatan Candisari merupakan daerah perbukitan dan masuk dalam
kawasan atas wilayah Kota Semarang, dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Banyumanik, dengan batas

wilayah berupa jalan tol.

28Monograﬁ' Kecamatan Candisari tahun 2020
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b. Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Tembalang, dengan batas wilayah

berupa jalan tol

c. Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Semarang Selatan, dengan batas

wilayah berupan jalan Tentara Pelajar dan jalan Sriwijaya.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Gajahmungkur, dengan batas

wilayah berupa jalan Sultan Agung, Jalan Teuku Umar dan jalan

Diponegoro.

Kecamatan Candisari Kota Semarang dibagi menjadi
seperti tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. Profil Pembagian Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari

7 Kelurahan

JUMLAH
KELURAHAN RW | RT | PENDUDUK
1. Candi 11 68 11.737
2. Jatingaleh 10 58 11.971
3. Jomblang 15 120 20.418
4. Kaliwiru 4 23 3.250
5. Karanganyar Gunung 6 50 11.203
6. Tegalsari 13 95 13.771
7. Wonotingal 6 47 8.196
Total 65 461 80.546

Sumber : Arsip Kecamatan Candisari, 2020
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Sebagai  gambaran letak wilayah  Kecamatan Candisari yang
merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada gambar

3 di bawah ini:

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN CANDISARI
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Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari

(Sumber : Monografi Kecamatan Candisari, 2015)
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Dari gambaran lokasi wilayah Kecamatan Candisari tersebut dapat
dilihat sumber utama sampahnya berasal dari pemukiman, pasar atau pusat
keramaian dan industri rumah tangga. Sampah dari pemukiman yang
dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Candisari berasal dari 461 RT dengan
jumlah penduduk 80.546 orang yang tersebar di 7 Kelurahan.

Sampah pasar berasal dari pasar, pusat keramaian dan pusat
perbelajaan (supermarket). Di Kecamatan Candisari terdapat 3 pasar yaitu:
(1) Pasar Jangli di Jalan Jangli Kel. Karanganyar Gunung, (2) Pasar
Sisingamangaraja di Jalan Sisingamangaraja Kel. Candi, dan (3) Pasar
Kagok di Jalan Kagok Kel. Wonotingal. Sedangkan sampah dari pusat
keramaian yaitu di beberapa pasar swalayan, toko modern, Pedagang Kaki
Lima, sekolah, hotel, rumah sakit dan sebagainya.

2. Struktur Organisasi, Tata Kelola dan Pelaksana Penanganan
Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari
Pemerintah Kecamtan Candisari yang merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang mempunyai visi :
Semarang Kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin
sejahtera, yang selanjtnya dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan
pelayanan publik.
c. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan

lingkungan.
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d.

Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan
membangun iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008

tentang penjabaran tugas dan fungsi kecamatan Kota Semarang, Kecamatan

mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Pemerintah Kota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan,
bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang
ketentraman dan ketertiban di kecamatan.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang
kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan.
Pengkoordiansian pelaksanaan tugas kecamatan.

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
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. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

. Pembinaan terhadap wunit pelaksana eknis Instansi Pemerintah di

wilayahnya.

. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Kecamatan.

. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan candisari

mempunyai beberapa kewenangan antara lain:

a.

Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaaan pemerintahan
umum di kecamatan dan kelurahan.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.

Menjalin koordinasi dengan Muspika, Dinas / Instansi terkait dan
menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat
diwilayahnya.

Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di

wilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.
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e. Melaksanakan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta
aktif dari masyarakat.
f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan kecamatan dan
keluahan serta melaksakan pembinaan kepada masyarakat.
Struktur Organisasi Kecamatan Candisari seperti disajikan pada

Gambar 4 di bawah ini:
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GAMBAR 4. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CANDISARI
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Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Penanganan
sampah ini dimulai dengan pemilahan sampah organik dan non organik yang
dipisahkan sesuai dengan fungsinya.

Secara umum tahapan pelaksanaan penanganan sampah di wilayah
Kecamatan Candisari di mulai dari sumber sampah yang berasal dari rumah
tangga. Sampah yang ada ditiap rumah tangga dibuang ke dalam bak sampah
yang ada di depan rumah masing-masing ataupun tempat tertentu yang sudah
disepakai oleh wsarga masyarakat setempat. Selanjutnya sampah yang sudah
terkumpul tersebut dibuang ke kontainer sampah yang ada di Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) terdekat, dengan cara dibuang sendiri ataupun
diangkut oleh gerobak sampah. Untuk gerobak sampah operasioanalnya
menjadi tanggungjawab dari warga masyarakat yang dikelola oleh pihak RT /
RW setempat.

Sedangkan pengangkutan sampah yang sudah di TPS menjadi
tanggungjawab Pemerintah untuk membuang ke Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah. Pengangkutan ini menggunakan armada truk kontainer
ataupun dump truk yang dimiliki oleh Dinas Lingkunagan Hidup Kota
semarang. Operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPS sepenuhnya

menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup kota semarang.
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Petugas kebersihan yang ada di tingkat RT adalah merupakan pekerja
lepas yang bekerja berdasarkan kesepakatan dari Pengurus RT dengan yang
bersangkutan. Sedangkan petugas kebersihan yang bekerja sebagai pelaksana
pengelola sampah pada Kantor Kecamatan Candisari merupakan para
karyawan dengan status Non ASN, dengan seorang koordinator yang
merupakan ASN staf kecamatan Candisari. Tugas utama para petugas ini
adalah untuk melakukan penyisiran sampah di jalan protokol serta
pembabatan rumput yang ada di jalan protokol wilyaha Kecamatan
Candisari.. Adapun petugas yang menangani urusan kebersihan di wilayah
Kecamatan Candisari bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Tenaga Non ASN yang Menangani Kebersihan di Kecamatan

Candisari

Nama Jabatan Tugas dalam jabatan
1. Saigit Staf Kecamatan Koordinator kebersihan
2. Sunarno Tenaga Kebersihan | Operator kendaaan roda 3
3. Heri Setiawan Tenaga Kebersihan | Operator kendaraan roda 3
4. Eko Supriyanto Tenaga Kebersihan | Operator kendaraan roda 3
5. Rusyanto Tenaga Kebersihan | Operator kendaraan roda 3
6. Eko Janu P Tenaga Kebersihan | Operator kendaraan roda 3
7. Sutris Hartono Tenaga Kebersihan | Membersihkan sampah
8. Dwi Saryanto Tenaga Kebersihan | Membersihkan sampah

Sumber : Hasil observasi Kantor Kecamatan Candisari, 2020
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Berdasarkan data yang ada di kantor pemerintah Kecamatan Candisari
diperoleh gambaran sarana dan Prasarana yang telah tersedia untuk
pengelolaan sampah di Kecamatan Candisari seperti yang disajikan pada tabel
di bawah ini:

Tabel 3. Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tersedia di

Kecamatan Candisari

No. | Nama Sarana Prasarana Jumlah

1 Kendaraan Pengangkut Sampah

a. | Truk Amrol pembawa kontainer sampah 4 buah
b. | Dump Truk pengangkut sampah 1 buah
c. | Kendaraan Roda tiga 4 buah
2 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)
a. | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Umum 15 lokasi
b. | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar 3 lokasi
3 Kontainer Sampah 23 buah
4 Mesin Babat rumput 6 buah

Sumber : Hasil observasi Kantor Kecamatan Candisari, 2020
3. Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Sampah.

Pengelolaan Sampah menurut Perda Kota Semarang nomor 6 tahun
2012 tentang pengeloaan sampah adalah merupakan kegiatan yang sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini dilaksanakan mulai
dari sumber sampah yang merupakan tempat asal timbulan sampah sampai

dengan tempat pembuangan akhir sampah.

54



Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai
ekonomi. Adapun tujuan dari pengeloalaan sampah adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah
bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas.

Jaminan Pemerintah tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana
persampahan mulai dari penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA, yang sesuai
dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Termasuk didalamnya
Pemerintah wajib untuk melakukan perawatan serta penyediaan sarana dan
prasarana pengangkutan sampabh.

Guna mendukung program pengurangan dan penanganan sampabh,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga pengelola persampahan.
Lembaga ini dibentuk mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan
yang masing-masing bertanggungjawab di wilayah masing-masing sesuai
dengan tingkatannya. Adapun sebagai koordinator dapat dibentuk BLUD
persampahan yang setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

BLUD persampahan ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,
strategi dan rencana SKPD, yang dalam melaksanakan tugasnya disasarkan

pada :
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a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan.

c. Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban
kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan Badan Usaha dalam hal
pengelolaan sampah. Pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pengelolaan
sampah Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disintensif kepada
perseorangan, lembaga dan badan usaha. Insentif diberikan bagi yang
melakukan :

a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.
b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
c. Pengurangan timbulan sampah.
d. Tertib penanganan sampah.
e. Sedangkan disintensif diberikan kepada yang melakukan :
f. Pelanggaran terhadap larangan.
g. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
Pemberian insentif dan disinsentif ini dilaksanakaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Perda ini sudah diberlakukan, namun belum
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semua komponen masyarakat melaksanakan. Penegakan atas pelanggaran
perda selama ini juga masih lemah. Dampaknya sampah tetap menggunung.
4. Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bedasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah
ini tidak bisa terlepas dari seluruh rangkaian pengurangan dan penanganan
dari mulai sumber sampah, pengurangan dan pemilahan dari sumber sampabh,
penanganan pegangkutan dari sumber sampah ke TPS, pengurangan dan
pemilahan sampah di TPS, penanganan pengangkutan dari TPS ke TPA, dan
pemrosesan sampai di TPA sendiri dengan sanatary landfiil sesuai amanat
dari UU nomor 18 tahun 2008.

Pengurangan sampah dengan 3 R (reduce, reuse, rescycle) yaitu pada
pengurangan sampah dengan pola mengurangi timbunan sampah,
memanfaatkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dan daur ulang dari
bahan baku sampah. Berikut dijelaskan tentang 3 R:

a. Reduce / mengurangi / membatasi

1) Gunakan produk yamng memiliki kemasan minimal

2) Gunakan produk isi ulang

3) Gunakan gelas untuk menjamu

4) Sistem prasmanan saat memperingati berbagi perayaan
b